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BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran
2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lembata tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3967);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926);
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor
4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lembata Tahun 2012 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata
Tahun 2021 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEMBATA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
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10.

i

I2.

13.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan
Daerabh.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima

manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
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14. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan,

perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana

Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.830.139.770.945,00 yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp.54.796.736.943,00 yang terdiri atas:

a.
b.
.
d.

Pajak Daerah;
Retribusi Daerah;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.649.993.37,00.
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(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.747.785.364,00

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.6.500.000.000,00.

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.8.898.958.212,00.

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar

Rp.13.649.993.367,00, yang terdiri atas:

(2)
(3)
(4)
(S)

a.
b
c.
d. Pajak Reklame;

o
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Pajak Hotel;

. Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Air Tanah,;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00.

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.055.000.000,00.

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.500.000,00.
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(6)

(7)
(8)

(9)

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.2.215.941.424,00.

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.7.363.051.943,00.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.2.550.000.000,00.

(10) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

(1)

(2)
(3)
(4)

sebesar Rp.300.000.000,00.

Pasal 6
Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar
Rp.25.747.785.364,00, yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.668.626.000,00.
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.870.959.364,00.
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.208.200.000,00.
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Pasal 7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp.6.500.000.000,00, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8
(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar
Rp.8.898.958.212,00, yang terdiri atas:
a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;
Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan;

=)

c. Jasa Giro;
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain;
f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00.

(3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.500. 000,00.

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.781.824.818,00.

(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.7.391.213.394,00.

(6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp.90.000.000,00. /[



(7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.33.420.000,00.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.065.139.770.945,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana
Rp.546.092.960.74 1,00 yang terdiri atas:

a.

7

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;
d.
e

. Belanja Hibah; dan

Belanja Subsidi;

Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 10
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.336.467.178.939,00.
(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp.190.591.802.881,00.

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.6.294.815.621,00.

(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.
(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.384. 163.3007}!0.
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(7) Belanja Bantuan Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.355.000.000,00.

Pasal 11
(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.336.467.178.939,00, yang terdiri atas:
a. Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
g. Belanja Pegawai BOS.
(2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.259.082.171.620,00.
(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp.19.638.127.768,00.
(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.40.569.654.383,00.
(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.11.316.241.030,00.
(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.37.829.680,00.
(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.288.000.000,00. /’27



(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.535.154.458,00.

Pasal 12

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.259.082.171.620,00, yang terdiri atas:

(2)
(3)

(4)

(5)

a.

o

° a o

o |

5w

e
.

Belanja Gaji Pokok ASN;

Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

Belanja Tunjangan Fungsinal ASN;

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

Belanja Tunjangan Beras ASN;

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Belanja Pembulatan Gaji ASN;

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.197.523.685.433,00.
Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.18.562.591.632,00.
Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.6.876.047.665,00.
Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.10.674.003.000,00. /{ ‘/
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(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.3.431.605.256,00.

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.11.533.650.812,00.

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.391.936.893,00.

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp.3.250.929,00.

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana simaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp.8.400.000.000,00.

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rp 440.400.000,00.

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp.1.245.000.000,00.

Pasal 13
(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.19.638.127.768,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
(2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dal ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.19.314.427.768,00. /;7
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(3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.323.700.000,00.

(4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.569.654.383,00, yang terdiri atas:

a.

=0 o0 o

g.

Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah,;
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;

Belanja Tambahan Penghailan (Tamsil) Guru PNSD;

Belanja Honorarium; dan

Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.581.588.697,00.

(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.177.573.950,00.

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.21.882.523.000,00.

(5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp.2.558.231.000,00.

o
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(6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.3.415.200.000,00.
(7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.198.918.736,00.

(8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.1.755.619.000,00.

Pasal 15
(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 11.316.241.030,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Uang Representasi DPRD;

o

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
Belanja Tunjangan Beras DPRD;
Belanja Uang Paket DPRD;

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

A O

Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD;
Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;

5 om0

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD,;

ok o

k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
1. Belanja Tunjangan Transportasi DRPD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.672.420.000,00. /é
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(3)

(4)

(7)

(8)

9

Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.47.245.800,00.

Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.56.487.600,00.

Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.48.132.000,00.

Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.814.233.000,00.

Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.87.147.900,00.

Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp.1.735.650,00.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp.1.890.000.000,00.

(10)Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar

Rp.472.500.000,00.

(11)Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j

direncanakan sebesar Rp.516.700,00.

(12)Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k

direncanakan sebesar Rp.2.566.222.380,00.

(13)Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar

Rp.4.659.600.000,00. 0 /
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Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.37.829.680,00, yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;

b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;

d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH,;
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan

Lanr BN ¢/

5 @

Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH /WKDH.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.30.870.000,00.

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.0,00.

(4) Belanja bagi Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.0,00.

(5) Belanja Tunjangan Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.0,00.

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.738.556,00. p j

/ :

(-
.



(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.1.260,00.

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp.5.413.968,00.

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.460.512,00.

(10) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan
sebesar Rp.345.384,00.

Pasal 17
Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.288.000.000,00.

Pasal 18
Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp.5.535.154.458,00.

Pasal 19
(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.190.591.802.881,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa; /
c. Belanja Pemeliharaan,; / g
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d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.869.826.087,00
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.075.898.885,00
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.12.577.651.079,00
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.917.163.700,00
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.190.500.000,00
(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.11.960.763.130,00

Pasal 20
Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.6.294.815.621,00.

Pasal 21
Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00.

Pasal 22
(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.2.384.163.300,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

///
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b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.885.602.000,00.
(3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.498.561.300,00.
Pasal 23
Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp.10.355.000.000,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 24
(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.340.472.984.310,00
yang terdiri atas:
Belanja Modal Tanabh ;
Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

a 0 T p

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
€. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.679.191.076,00.

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.22.666.589.982,00.

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.21.896.636.347,00.
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(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp.287.838.671.975,00.

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.4.391.894.930,00.

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp.8.527.209.891,00.

Pasal 26
Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.170.046.616.003,00.

Pasal 27
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar
Rp.240.000.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
b. Penerimaan Pinjaman Daerah. /

20



(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00.
(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.225.000.000.000,00.

Pasal 29
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar

Rp.5.000.000.000,00 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 30
(1) Selisih APBD dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar
(Rp.235.000.000.000,00)
(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan

sebesar Rp.235.000.000.000,00

Pasal 31
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. LampiranII =~ Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; /(f 'I
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Lampiran IV

S. LampiranV

Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan
Bersifat Khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak
dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

/g
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Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 28 Decanter 2021

UPATI LEMBATA, /,

-

Wt pocrey

;THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal A8 Dernber 2021
j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA

/
@PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 50
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